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ABSTRAK 
 
 YUDHA ARFANDI (B111 09 166), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 
1033/Pid.B/2012/PN.MKS), dibimbing oleh Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H. 
dan Kaisaruddin K., S.H. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk : a) Mengetahui bagaimana pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana 
Pemerkosaan dalam studi kasus Putusan No. 1033/Pid.B/2012/PN.Mks, b) 
Mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak 
Pidana Pemerkosaan dalam studi kasus Putusan No. 
1033/Pid.B/2012/PN.Mks. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode 
yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian lapangan 
(field research), penelitian kepustakaan (library research). Data primer 
diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, 
serta pendapat para ahli yang erat kaitannya dengan objek penelitian 
sedangkan data sekunder diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan 
narasumber. 
 
 Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : (1) 
Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana didasarkan pada fakta-
fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, 
maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis 
yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku  telah sesuai karena 
berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan 
alat bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut 
KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat 
dengan adanya keyakinan hakim. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Negara hukum 
(rechtstaat), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (mechstaat). Hal ini 
berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum 
demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi 
manusia serta menjamin persamaan setiap warga Negara dihadapan 
hukum dan pemerintahan. 
Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak 
boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang sekedar memidana 
orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga 
mencegah perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Hukum 
senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu 
dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara dari penyimpangan 
dan penyangkalan. 
Salah satu kajian hukum yang sangat penting adalah kajian hukum 
pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan 
hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang 
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terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi 
mereka yang mewujudkannya. Hukum pidana terbagi atas dua bagian 
yaitu hukum pidana materil yaitu mengenai petunjuk dan uraian tentang 
tindak pidana dan hukum pidana formil yaitu cara Negara dengan 
perantara para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana. 
Perbuatan yang melanggar aturan-aturan inilah yang disebut dengan 
tindak pidana 
Salah satu bentuk kejahatan yang sangat  merugikan dan 
meresahkan masyarakat adalah kejahatan pemerkosaan. Pemerkosaan 
merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia 
yang sering terjadi, sehingga tidak ada alasan yang dapat 
membenarkannya, baik dilihat dari perspektif etika dan agama. Kejahatan 
pemerkosaan merupakan perbuatan yang dikutuk oleh setiap masyarakat 
beradab. Hanya orang yang tidak bermoral dan berakhlaklah yang masih 
toleran dengan perbuatan pemerkosan itu. Oleh karena itu, tidak 
mengherankan jika pelakunya pemerkosa dipersamakan dengan 
binatang. 
Pemerkosaan sebagai suatu kejahatan yang sering dikemukakan 
oleh Mulyana W. Kusumah, yaitu1 : “ pemerkosaan merupakan salah satu 
kejahatan yang mempunyai tingkatan seriusitas yang tinggi dan 
                                                          
1
 Mulyana W.Kusumah.1988.Kejahatan & Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi, Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Hal.47 
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mengundang tumbuhnya “ fear of crime “ (ketakutan pada kejahatan di 
dalam masyarakat)”. 
Dalam sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah 
ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan 
kehidupannya, dimana pemerkosaan sebagai suatu fenomena dalam 
usaha mencapai tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan 
masalah pemerkosaan, maka pemerkosaan sering merupakan pelengkap 
dari kejahatan itu tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan 
berupa pemerkosaan dalam masyarakat. 
Dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat 
sekaligus bertentangan dengan hukum salah satu bentuknya adalah 
tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan atau kejahatan 
seksual umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak atau 
yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa 
melihat stratifikasi sosial pelaku atau korbannya. Kejahatan tersebut dapat 
timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang 
mempengaruhi tindak tanduk pelaku di masa lalu maupun karena 
guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual. 
Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah pada gilirannya 
melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan pemerkosaan. 
Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita 
bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau 
 4 
 
kekerasan. Tetapi dewasa ini tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan 
dengan ancaman kekerasan tetapi telah menggunakan berbagai zat kimia 
yang dapat menghilangkan kesadaran wanita sekaligus menimbulkan 
rangsangan seksual tanpa disadarinya. 
Namun suatu hal yang sangat mengecewakan, justru tindak pidana 
pemerkosaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh 
para korban (seductive rape) misalnya guru, dokter, teman dekat orang 
tua dan penegak hukum. Mereka-mereka pelaku pemerkosaan adalah 
orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban 
dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab pendidikan 
dimasa yang akan dating. 
Kondisi inilah yang sangat memprihatinkan berbagai kalangan. Baik 
kalangan pemerintah, dunia pendidikan maupun masyarakat luas. Sebab 
hukuman apakah yang pantas diberikan kepada mereka serta apakah 
hukuman tersebut akan membawa manfaat apa tidak bagi para pelaku. 
Apalagi kalau yang melakukan tindak pidana adalah seorang penegak 
hukum yang seharusnya melindungi masyarakat justru mereka yang 
melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana asusila (pemerkosaan). 
Sebagai penegak hukum yang mengetahui hukum tidak sepantasnya 
melakukan tindakan yang melanggar hukum. 
Salah satu dampak dari perkembangan kehidupan yang sangat 
pesat, berbagai kejahatan semakin meningkat baik dari segi kualitasnya 
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maupun kuantitasnya. Dinamika kejahatan tersebut dapat dilihat dari 
pelaku maupun korban tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang 
sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan asusila 
khususnya pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan salah satu dari 
sekian banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia. 
Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji dan 
menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang berjudul : 
“ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan “ (Studi 
Kasus No.1033/Pid.B/2012/PN.Mks) 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka Penulis dapat 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam studi 
kasus Putusan No. 1033/Pid.B/2012/PN.Mks? 
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak 
Pidana Pemerkosaan dalam studi kasus Putusan No. 
1033/Pid.B/2012/PN.Mks? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan 
dalam studi kasus Putusan No. 1033/Pid.B/2012/PN.Mks? 
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap 
pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam studi kasus Putusan No. 
1033/Pid.B/2012/PN.Mks? 
 
b. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini, adalah sebagai berikut : 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk 
pembahasan mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan dan dapat dijadikan 
sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap Penulisan-Penulisan yang 
terkait dengan Tindak Pidana Pemerkosaan selanjutnya. 
2. Kegunaan Praktis 
Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan 
yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia terhadap pelaku 
pemerkosaan khususnya di Kota Makassar bagi para aparat penegak 
hukum yang menangani masalah pemerkosaan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana 
dikenal dengan istilah Strafbaar feit. Strafbaar feit merupakan istilah yang 
berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. Strafbaar feit terdiri atas 
tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-masing memiliki arti: 2 
 Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
 Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
 Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 
Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman (pidana).3 
Para sarjana barat memberikan pengertian/definisi yang berbeda-
beda pula mengenai istilah strafbaar feit, antara lain sebagai berikut :4 
                                                          
2
  Amir ilyas, 2012. Asas-asas Hukum pidana, Rangkang Education, Yogyakarta. Hal.19 
3
  Ibid. Hal.19 
4
 E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2012. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia 
Grafika, Jakarta. Hal.205 
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a. Perumusan Simons 
Simons merumuskan bahwa : “Een strafbaar feit” adalah suatu 
handeling (tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-
undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatic) dilakukan dengan 
kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. 
Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-
unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat 
keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan 
(schuld) dan kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) dari 
petindak. 
 
b. Perumusan Van Hamel 
Van Hamel merumuskan bahwa “strafbaar feit” itu sama dengan 
yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 
“tindakan mana bersifat dapat dipidana”. 
c. Perumusan Vos 
Vos merumuskan: “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan 
(gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam 
dengan pidana. 
d. Perumusan Pompe 
Pompe merumuskan: “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran 
kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku 
mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk 
menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. 
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Dalam buku E.Y Kanter dan S.R. Sianturi mengenai Asas-asas Hukum 
Pidana di Indonesia dan Penerapannya menjelaskan bahwa istilah 
strafbaar feit, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai :5 
a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum 
b. Peristiwa pidana 
c. Perbuatan pidana, dan 
d. Tindak pidana 
Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa keempat terjemahan 
itu telah diberikan perumusan kemudian perundang-undangan Indonesia 
telah menggunakan keempat-empatnya istilah tersebut dalam berbagai 
undang-undang. 
Para sarjana Indonesia juga telah menggunakan beberapa atau 
salah satu dari istilah tersebut di atas yang kemudian telah dibagi menjadi 
5 kelompok oleh Amir Ilyas dalam bukunya mengenai Asas-asas Hukum 
Pidana, sebagai berikut :6 
Ke-1 : “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin  farid 
(1962: 32), Rusli Efendy (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1986: 
206) dan lain-lainnya; 
Ke-2 : “Perbuatan Pidana” digunakan oleh Moeljatno (1983:54) dan 
lain-lain; 
                                                          
5
  Ibid. Hal.204 
6
  Ibid. Hal.21 
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Ke-3 : “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J.Van 
Schravendijk (Sianturi 1986: 206) dan lain-lainnya; 
Ke-4 : “Tindak Pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55), 
Soesilo (1979: 26) dan S.R. Sianturi 1986: 204) dan lain-
lainnya; 
Ke-5 : “Delik” digunakan oleh andi Zainal Abidin Farid (1981: 146) dan 
Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan lain-lain 
Dan dari istilah-istilah yang digunakan oleh para sarjana, masing-
masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya 
ialah: 
 Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah 
beliau yakni perbuatan pidana adalah :7 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut” 
 
 Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana yang menurut istilah 
beliau yakni delik adalah :8 
“Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang (pidana)” 
 
                                                          
7
  Moeljatno, 2009. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Hal.59 
8
  Ibid. Hal.19 
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 Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut :9 
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, 
dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta 
dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang 
bertanggungjawab)” 
 
 Menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah sebagai 
berikut :10 
“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu 
aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut” 
 
 Menurut Mr. R. Tresna, peristiwa pidana adalah :11 
“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang 
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan 
lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan 
penghukuman” 
 
 Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau merumuskan tindak pidana 
sebagai berikut :12 
                                                          
9
  Ibid. Hal.22 
10
 Ibid. Hal.25 
11
  E.Y Kanter & S.R. Sianturi, op.cit., hal.208-209 
 12 
 
“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 
hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “subject” 
tindak pidana” 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Mengutip dari buku Zainal Abidin Farid, unsur-unsur straafbar feit 
menurut Van Hamel yakni meliputi  perbuatan; perbuatan itu ditentukan 
oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat 
disejajarkan dengan Tatbestand dalam hukum pidana Jerman; melawan 
hukum; bernilai atau patut dipidana yang mungkin sejajar dengan 
subsocialiteit atau het subsociale ajaran M.P. Vrij, atau barangkali sesuai 
dengan ajaran sifat melawan hukum yang materieel yang akan diuraikan 
berikut: kesengajaan, kealpaan/kelalaian, dan kemampuan 
bertanggungjawab.13 
Menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana 
mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu :14 
a. Subjek; 
b. Kesalahan; 
c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang 
dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan 
                                                                                                                                                               
12
  Ibid. Hal209 
13
  Zainal Abidin Farid, 2010. Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.225 
14
  Ibid. Hal.211 
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e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya) 
Kemudian menurut Moeljatno yang dalam bukunya menggunakan 
istilah perbuatan pidana, beliau menyimpulkan bahwa yang merupakan 
unsur atau elemen perbuatan pidana adalah  :15 
a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan); 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
d. Unsur melawan hukum yang objektif; 
e. Unsur melawan hukum subjektif. 
Sedangkan menurut Amir Ilyas, dalam bukunya mengenai Asas-
asas Hukum Pidana, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :16 
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan 
delik); 
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan 
3. Tidak ada alasan pembenar. 
Dalam KUHP yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I 
mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku 
ke II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok 
kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III 
KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 
                                                          
15
  Moeljatno, op.cit., hal.69 
16
  Amir Ilyas, op. Cit., hal.28 
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rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP 
itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :17 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif 
e. Unsur keadaan yang menyertai 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Dari semua unsur yang disebutkan di atas, diantaranya ada dua 
unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur 
subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif. 
Menurut doktrin, unsur-unsur Tindak Pidana terdiri dari dua unsur, yaitu : 
1. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasar dari dalam diri pelaku. 
Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak 
ada kesalahan” (An act does not make a person guilty unless the mind is 
                                                          
17
  Adami Chazawi, 2002. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan & Batas 
Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta. Hal. 82 
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guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud 
disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan 
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld) 
a. Kesengajaan (dolus) 
Dalam crimineel weetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum 
pidana (KUHP) tahun 1809, pengertian Kesengajaan adalah sebagai 
berikut :18 
“kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak 
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh 
undang-undang.” 
Dalam buku Leden Marpaung mengenai Asas – Teori – Praktik 
Hukum Pidana menjelaskan tentang bahwa pada umumnya para pakar 
telah menyetujui “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :19 
1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn); 
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus eventualis). 
 
b. Kealpaan (culpa) 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu : 
1. Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran); 
                                                          
18
  Leden Marpaung, 2009. Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.13 
19
  Ibid. Hal.9 
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2. Dapat menduga akibat perbuatan itu (Kealpaan dengan kesadaran).  
Simons menerangkaan “kealpaan” tersebut sebagai berikut :20 
“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-
hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat 
perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-
hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah 
mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat 
yang dilarang undang-undang. 
Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan 
itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat 
diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat 
mutlak. Suatu akibat yanng tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. 
Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat 
diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan 
tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu 
perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat 
mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.” 
                                                          
20
  Ibid. Hal.25 
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Pada umunya, kealpaan (culpa) dibedakan atas dua, yaitu :21 
1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini si pelaku 
telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, 
tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat 
tersebut. 
2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si 
pelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu 
akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, 
sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. 
 
2. Unsur Objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri 
atas : 
a. Perbuatan manusia, berupa : 
1) act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif 
2) omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
 
b. Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, 
dan sebagainya. 
                                                          
21
  Ibid. Hal.26 
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c. Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain : 
1.) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
2.) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
 
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
 Dengan melihat kesuluruhan unsur-unsur tesebut maka dalam 
memutus suatu tindak pidana haruslah keseluruhan unsur-unsur tersebut 
terpenuhi karena semua unsur-unsur diatas merupakan satu kesatuan. 
Salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka dianggap perbuatan si pelaku 
bukan termasuk tindak pidana dan tidak dapat dipidana. 
 
B. Tindak Pemerkosaan 
1. Pengertian Pemerkosaan 
Pengertian pemerkosaan menurut tata bahasa yang biasa disebut 
pengertian sehari-hari sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Poerwardaminta adalah sebagai berikut22 :  
Pemerkosaan yaitu gagah, paksa, kekerasan. Memperkosa artinya 
menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan misalnya : negeri 
                                                          
22
 Poerwadaminta, 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Hal.741 
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orang, gadis belum berumur, melanggar (menyerang dan sebagainya) 
dengan kekerasan misalnya tindakan itu dianggapnya hukum telah ada, 
cap sebagai negara yang berhak asasi manusia. Pemerkosaan perbuatan 
memperkosa, pengangahan dan kekerasan. 
Dari pengertian pemerkosaan tersebut di atas yang dikemukakan 
oleh Poerwardaminta, untuk dapat diketahui bahwa pemerkosaan adalah 
perbuatan yang mengagahi dengan cara kekerasan.  
Pengertian pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam 
rumusan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang 
menentukan bahwa :  
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, 
diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling 
lama dua belas tahun”.  
Jadi perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Pasal 285 
KUHP adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia (laki-
laki).  
Pembuatan undang-undang mengangap tidak perlu untuk 
menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, 
oleh karena bukanlah semata-mata paksaan itu oleh perempuan terhadap 
laki-laki dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru perbuatan itu bagi 
laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau 
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merugikan. Hal sebaliknya terjadi pada seseorang perempuan, dimana 
akibat persetubuhan dapat berakibat kehamilan terhadap perempuan 
tersebut.  
Selain diatur dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana tersebut diatur 
juga dalam Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa :  
“Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar 
pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan 
atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun”.  
Bertolak dari Pasal 286 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa 
wanita yang disetubuhi berada di luar perkawinan dan diketahui dalam 
keadaan pingsan atau tidak berdaya.  
Mengenai pengertian pingsan atau tidak berdaya, menurut soesilo 
(1980:84) adalah : “pingsan artinya tidak sadar akan dirinya. Tidak 
berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, 
sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”.  
Menurut Hoge Raad dalam arrest nya, menjelaskan batasan 
persetubuhan sebagai berikut23 : 
Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki 
dan kemaluan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, 
jadi anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan 
perempuan sehingga mengeluarkan air mani. 
                                                          
23
 R.Soesilo, 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pelitia, Bogor. Hal.181 
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2. Unsur-Unsur Pemerkosaan 
 Lamintang, mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terkandung 
dalam pasal 285 KUPH tersebut di atas adalah sebagai berikut24: 
1. Barangsiapa 
2. Dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan 
3. Memaksa  
4. Seorang wanita 
5. Bersetubuh dengan seorang dia (laki-laki) di luar perkawinan 
 
Untuk lebih jelasnyadapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Barangsiapa 
Barang siapa yang dimaksud dalam hal ini ialah siapa saja (subyek 
hukum) yang melakukan perbuatan pemerkosaan. Subyeknya dalam hal 
ini hanya mungkin seorang laki-laki yang masih jantan (bukan impoten) ini 
dapat disimpulkan bahwa karena perbuatannya adalah bersetubuh dan 
korbannya adalah seorang wanita. 
Dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan, barangsiapa yang 
dimaksud dalam hal ini ialah terdakwa yang diajukan ke muka pengadilan 
karena didakwa telah melakukan tindak sebagaimana yang telah 
didakwakan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 285 KUHP.  
 
                                                          
24
 Lamintang, 1990.Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Sinar Baru, Bandung. Hal.108 
 22 
 
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai 
kekerasan  
Menururt sianturi, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan adalah25 :  
Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang 
atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau 
mengagetkan yang dikerasi. Membuat seorang yang diancam menjadi 
ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya, dengan kekerasan 
itu berupa penembakan ke atas, menodong senjata tajam sampai dengan 
mengutarakan akibat-akibatnya yang merugikan apabila tidak 
dilaksanakan.  
Undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan tentang 
istilah “memakai” ancaman “kekerasan”. Hoge Raad dalam arrest-arrest 
nya masing-masing tanggal 5 januari 1914 NK, 1914 halaman 1116 hanya 
mengisyaratkan hal-hal sebagai berikut26 : 
a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang 
sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang lain 
yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat 
merugikan kebebasan pribadinya.  
                                                          
25
 S.R. Sianturi, 1983. Hukum Pidana Perbandingan , Storia Grafika, Jakarta. Hal.79 
26
 Lamintang, 1990.Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Sinar Baru, Bandung. Hal.111 
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b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditunjuk untuk menimbulkan 
kesan seperti itu. 
Berdasarkan arrest-arrest Hoge Raad tersebut di atas, berarti 
belum diperoleh penjelasan apa yang sebenarnya dimaksud dengan 
ancaman dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan, 
karena arrest-arrest tersebut hanya menjelaskan tentang caranya 
ancaman itu harus diucapkan.  
Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga 
badan yang sifatnya tidak terlalu ringan melainkan kekerasan itu dapat 
juga dilakukan dengan memakai sebuah alat hingga tidak diperlukan 
adanya pemakaian tenaga yang kuat misalnya menembak dengan 
sepucuk senapan api, menjerat keher dengan seutas tali, menusuk 
dengan sebilah badik atau pisau dan lainnya. Oleh karena itu mengancam 
akan memakai kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman yang 
apabila yang diancam itu tidak bersedia memenuhi keinginannya pelaku 
untuk melakukan hubungan kelamin dengan yang mengancam, maka ia 
akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan bagi kebebasan, 
kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam tersebut. 
Hoge Raad dalam arrest nya tanggal 19 oktober 1936 NJ, 1973 No. 
163 antara lain telah memutuskan bahwa27 : 
                                                          
27
 Lamintang, 1990.Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Sinar Baru, Bandung. Hal.112-113 
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Hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwah benar-benar akan 
melaksanakan maksudnya, demikian juga apakah maksudnya itu benar-
benar dapat dilaksanakan atau tidak. Hakim juga tidak perlu memastikan 
apakah kata-kata yang dipakai terdakwah itu mempunyai arti yang tepat 
sebagai ancaman akan memakai kekerasan, asalkan maksudnya jelas. 
Dalam kasus pemerkosaan, biasanya pelaku dengan memegang 
sebilah badik kemudian badik tersebut diletakan di leher seorang wanita, 
lalu pelaku berkata “jangan meronta, berikan mahkotamu kalau tidak 
berikan mahkotamu itu saya akan membunuhmu”. Dengan kata-kata 
ancaman itu yang disertai dengan alat sebilah badik, tentunya si 
korban/wanita tersebut tidak akan dapat berbuat apa-apa demi 
keselamatan jiwanya.  
3. Memaksa  
Pengertian memaksa menurut sianturi adalah28 :  Suatu tindakan 
yang memojokan hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya 
selain daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak 
diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat 
merugikannya, misalnya lebih baik mati, luka-luka ataupun kesakitan dari 
pada mengikuti kehendak dari si pemaksa. 
Dalam hal ini harus dilihat atau dinilai dari kasuistis  kewajarannya, 
yaitu pemaksa pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan. Pokoknya, 
                                                          
28
 S.R. Sianturi, 1983. Hukum Pidana Perbandingan , Storia Grafika, Jakarta. Hal.83 
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akibat dari si pemaksa itu jika tidak dilaksanakan adalah suatu yang 
merugikan si terpaksa. 
4. Seseorang Wanita 
Unsur wanita dalam hal ini adalah perempuan yang disetubuhi itu 
belum terkait oleh suatu perkawinan yang sah menurut agama dan 
negara.  
Pada kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam 
KUHP menyebutkan adanya berbagai wanita antara lain :  
a. Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) 
KUHP). 
b. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat 
(1) KUHP dan Pasal 290 angka 3 KUHP). 
c. Wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP). 
d. Wanita pada umumnya. 
 
5. Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan 
Menurut Sianturi yang dimaksud dengan persetubuhan adalah29 :  
Memasukan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan wanita yang dapat 
menimbulkan kehamilan. Jika kemaluan si laki-laki hanya menempel di 
atas kemaluan si perempuan, tidaklah dapat dipandang sebagai 
persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit yang diterapkan 
dalam Pasal 289 KUHP. 
                                                          
29
 S.R. Sianturi, 1983. Hukum Pidana Perbandingan , Storia Grafika, Jakarta. Hal.321 
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Menurut A. Zainal Abidin Farid persetubuhan adalah30 :  
Tidak diperlukan keluarnya air mani laki-laki, tetapi sudah cukup jika 
kemaluan laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan dengan 
alasan sebagai berikut :  
1. Pasal 285 KUHP tidaklah bertujuan untuk mencegah kehamilan tetapi 
bertujuan melindungi perempuan dari nafsu kebinatangan laki-laki.  
2. Bertentangan dengan rasa keadilan (berkepribadian bangsa 
Indonesia) bilamana hal yang demikian tidak dapat dihukum  sebagai 
pemerkosaan (hanya dihukum sebagai mencoba memperkosa). 
Penulis cenderung mengartikan persetubuhan sesuai apa yang 
dikemukakan oleh A. Zainul Abidin di atas dengan alasan bahwa 
Indonesia adalah bangsa yang mempunyai kepribadian yang luhur dan 
suci yang tidak dimiliki oleh negara manapun juga. Demikian juga 
perbuatan bersetubuh dipandang sebagai telah menjadi, jika seseorang 
telah memasukan penisnya ke dalam vagina seorang wanita, dalam hali 
ini tidak diisyaratkan dengan adanya ejaculationeminis.  
Pasal 285 KUHP tidak menghendaki adanya persinggungan alat 
kelamin saja melainkan juga timbulnya akibat berupa dimasukkan penis 
pelaku ke dalam vagina si wanita korban. Dengan kata lain, tindak pidana 
pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu sebenarnya 
                                                          
30
 Zainal Abidin Farid, 1987. Pengantar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta. Hal.119 
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merupakan delik materiil yang baru dipandang telah selesai dilakukan oleh 
pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi. 
Apabila pelaku  ternyata tidak berhasil memasukkan penisnya ke 
dalam vagina korban, misalnya karena korban telah meronta-ronta, maka 
pelaku dapat dipersalahkan telah melakukan suatu percobaan yakni 
melanggar Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 285 KUHP dan sesuai dengan 
ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP, Majelis 
Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama depalan tahun bagi 
pelaku/terdakwah yakni sesuai dengan pidana pokok terberat yang 
diancam dalam Pasal 285 KUHP dikurangi dengan sepertiganya.  
Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan, tentang 
bilamana suatu perbuatan itu harus dipandang sebagai suatu permulaan 
tidakan pelaksanaan. Akan tetapi di dalam doktrin yang telah membuat 
perbedaan antara yang disebut “voorveridingshandelingen” atau tindakan 
persiapan dengan “uitvoerringshandelingen” atau tindakan pelaksanaan. 
Suatu tindakan untuk melakukan kejahatan tidak membuat 
pelakunya dapat dipidana karena percobaan untuk melakukan kejahatan 
tersebut pelaku dapat dipidana yakni jika yang ia lakukan itu ternyata telah 
melakukan suatu permulaan tindakan pelaksanaan dari kejahatan yang 
bersangkutan. 
Mengenai tindak pelaksanaan, menurut Simons (Lamintang, 
1990:117), adalah : Pada delik-delik material suatu begin van 
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uitvoeringshandelingen itu baru dapat dipandang sebagai telah terjadi, 
yakni jika pada suatu saat tertentu perbuatan yang dilakukan seorang 
pelaku itu menuntut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat, 
yang tidak dikehendaki oleh undang-undang tanpa pelakunya itu perlu 
melakukan sesuatu perbuatan yang lain.  
Berdasarkan pendapat Simons tersebut di atas dapat dipahami 
bahwa perbuatan-perbuatan seperti mengunci pintu kamar, mengejar-
ngejar korban, menyakiti korban, bahkan juga melepaskan pakaian korban 
kecuali celana korban, belum dapat dipandang sebagai suatu begin van 
uitvoeringshandelingen (permulaan tindakan pelaksanaan), melainkan 
baru merupakan voorveridingshandelingen (tindak persiapan), karena 
untuk menimbulkan akibat berupa dimasukkannya penis pelaku ke dalam 
vagina korban itu, pelaku masih perlu melakukan perbuatan-perbuatan 
yang lain, setidak-tidaknya masih perlu melepaskan celana korban. 
Perbuatan menarik lepas pakaian yang dikenakan oleh seorang 
wanita dan kemudian meraba-raba alat kelaminnya untuk memaksa 
wanita tersebut mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya 
merupakan tindakan-tindakan pelaksanaan dan bukan merupakan 
tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. 
Undang-undang mensyaratkan bahwa perbuatan mengadakan 
hubungan kelamin yang dipaksakan oleh pelaku itu harus dilakukan di luar 
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perkawinan. Dengan demikian pula setiap perbuatan mengadakan 
hubungan kelamin antara wanita yang dilakukan dalam perkawinan itu 
tidak akan pernah merupakan tindakan-tindakan yang melanggar 
kesusilaan. 
 
C. Jenis Pemerkosaan  
Kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi bebagai belahan bumi, 
variasinya cukup beragam. Secara teoristis menurut Mulyana W. Kusuma, 
bahwa ada 6 jenis pemerkosaan yakni31 :  
1. Sadistic Rape (Pemerkosaan Sadistis) 
Pemerkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif 
berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pemerkosaan telah 
menikmati kesenangan erotik bukan melakukan seksnya, melainkan 
melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban. 
2. Angea Rape  
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi 
sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah 
yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan obyek terhadap siapa 
pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, 
kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya. 
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 Mulyana W.Kusumah.1988.Kejahatan & Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi, Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Hal.4 
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3. Donuntion Rape  
Yakni suatu pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba 
untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya 
adalah penaklukan seksual pelaku menyakiti korban, namun tetap memliki 
keinginan berhubungan seksual. 
4. Seduktive Rape  
Suatu pemerkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang 
merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban 
memutuskan  bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai 
sejauh ke senggama. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan 
membutuhkan paksaan oleh karena itu tanpa itu tak mempunyai rasa 
bersalah yang menyangkut seks. 
5. Victim Precipated Rape 
Yakni pemerkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan 
menempatkan korban sebagai pencetusnya. 
6. Exploitation Rape 
Pemerkosaan yang menunjukan bahwa setiap kesempatan 
melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil 
keuntungan yang belawanan dengan posisi wanita yang kurang 
bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, pembantu 
rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak 
mempersoalkan (mengadukan) kasus ini kepada yang berwajib. 
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Ada begitu banyak kasus pemerkosaan, seiring ditemukan kasus 
pemerkosaan yang di dalamnya terkandung lebih dari satu jenis 
pemerkosaan. Tingkatan kekerasan dan akibat yang ditimbulkan dari 
berbagai jenis pemerkosaan tersebut tentunya berbeda-beda. Oleh karna 
itu, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku seharusnya juga berbeda-
beda. Persoalannya terletak pada proses pembuktian sehingga suatu 
kasus dapat diidentifikasikan secara meyakinkan tergolong satu jenis 
pemerkosaan, sedang kasus lain tergolong jenis lain pula.  
 
D. Syarat Pemidanaan Tindak Pidana 
1. Unsur Perbuatan (Feit) 
Unsur perbuatan merupakan unsur pembentuk dari tindak pidana. 
Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian 
perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Perbuatan atau feit 
tidak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (handelen) 
semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negative 
(nelaten). Pengertian yang sebenarnya dalam istilah feit adalah termasuk 
baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu 
bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/diisyaratkan 
adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari 
tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak 
(Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk 
tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh 
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karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, 
misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan 
membiarkan (Pasal 304 KUHP). 
Dengan demikian aturan, mengenai tindak pidana mestinya 
sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang 
dilakukan. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai 
pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan 
perbuatan-perbuatan lain diluar kategori tersebut. Adanya aturan 
mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang 
dan karenanya tidak boleh dilakukan. Aturan tersebut menentukan 
perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. 
2. Unsur Pembuat (Dader) 
Unsur pembuat (dader) adalah unsure yang melekat pada diri si 
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku tindak pidana, dan 
termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam 
hatinya. Unsur pembuat merupakan salah satu syarat pemidanaan bagi 
pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan baik itu kesengajaan 
(dolus) atau kealpaan (culpa). 
Telah dikatakan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana tidaklah 
mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. 
Dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada 
pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pembuat tidak dapat 
dipersamakan dengan pelaku materil (pleger) tetapi pembuat (dader). 
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Oleh karena itu, apakah pertanggungjawaban pidana itu ditujukan 
terhadap orang yang melakukan tindak pidana (pelaku), atau orang-orang 
lain yang ada kaitan dengannya (pembuat selain pelaku), merupakan 
persoalan penetapan tindak pidana (kriminalisasi) dan bukan persoalan 
pertanggungjawaban pidana. 
Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila 
sebelumnya subjek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. 
Tidaklah mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana 
tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana. 
Sebaliknya, sangat mungkin memasukkan dalam larangan yang disertai 
ancaman pidana (merumuskan sebagai tindak pidana) “hubungan 
tertentu” seseorang dengan orang lain yang melakukan tindak pidana. 
Dipidananya penyuruh melakukan (drenpieger) dan penganjur 
(uitlokker) tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP, hanya 
karena mempunyai “hubungan tertentu” dengan pelaku materil (pleger). 
Pemidanaan terhadap mereka yang menyuruh melakukan ataupun 
mereka yang menganjurkan hanya dapat terjadi melalui penetapan 
undang-undang. Baik penyuruhlakukan maupun penganjur, keduanya 
tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan pelaku, tetap dipandang 
melakukan tindak pidana jika karena suruhan dan anjurannya seseorang 
melakukan tindak pidana. Mereka semua dipandang sebagai melakukan 
tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidananya ditujukan terhadap 
perbuatannya itu. 
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E. Teori Pemidanaan & Jenis-jenis Pidana 
1. Teori Pemidanaan 
Kata “pidana” pada umunya diartikan sebagai hukum, sedangkan 
“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Amir Ilyas dalam bukunya 
menjelaskan bahwa32 “pemidanaan bisa diartikan sebagai tahapan 
penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana”. 
Mengutip dalam buku yang sama oleh Amir Ilyas, pemidanaan 
sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan 
secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 
konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga 
masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. 
Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku 
kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takutt melakukan 
kejahatan serupa. 
Ada berbagai macam pendapat oleh para ahli mengenai teori 
pemidanaan. Dari berbagai macam teori  tersebut maka dapat 
dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, dalam bukunya Adami 
Chazawi menuliskan sebagai berikut :33 
a. teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien); 
b. teori relatif atau teori tujuan (doel theorien); 
c. teori gabungan (vernegings theorien). 
                                                          
32
  Amir Ilyas, op.cit. Hal. 95 
33
  Adami Chazawi, op.cit., hal.157 
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a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) 
Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah 
alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung). 
Pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum menurut Kant 
adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati 
terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak 
dijatuhkan.34 
Dalam bukunya, Adami Chazawi menjelaskan bahwa tindakan 
pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yakni :35 
1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); 
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 
dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan) 
 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien) 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat unutuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
Teori ini terbagi menjadi dua berdasarkan sifat pencegahannya, yaitu : 
                                                          
34
  Amir Ilyas, op.cit. hal.98 
35
  Adami Chazawi, op.cit. hal.158 
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1. Pencegahan umum (general preventie) 
General preventie adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui 
pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk 
tidak melakukan tindak pidana lagi. 
Pengaruhnya ada pada diri si terpidana itu sendiri dengan harpan 
agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan 
berguna bagi masyarakat.36 
2. Pencegahan khusus (speciale preventie) 
Sedangkan speciale preventie bahwa pengaruh pidana adalah 
untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak  
melakukan tindak pidana. 
Menurut Van Hamel teori pencegahan umum ini ialah pidana yang 
ditujukan agar orang-orang (umum) takut untuk berbuat jahat.37 
Van Hamel juga membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang 
bersifat pencegahan khusus, yakni :38 
a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk 
menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara 
menakut-nakuti melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan 
niat jahatnya. 
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  Amir Ilyas, op.cit. hal.99 
37
  Ibid. 
38
  Adami Chazawi, op.cit. hal.166 
 37 
 
b. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara 
menjatuhkann pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki 
dirinya (reclasering). 
c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan 
pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka tidak 
berdaya. 
d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib 
hukum di dalam masyarakat. 
 
c. Teori Gabungan (Vernegings Theorien) 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan 
itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Dalam bukunya Adami chazawi 
mengemukakan bahwa teori gabungan ini dibagi menjadu dua golongan 
besar, yakni :39 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan 
itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk 
dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 
lebih  berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana 
(Schravendijk, 1955:218) 
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  Ibid. 
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2. Jenis-jenis Pidana 
Undang-undang membedakan jenis-jenis pidana menjadi dua, yaitu 
pidana pokok dan pidana tambahan. Dua jenis pidana tersebut diatur 
dalam Pasal 10 KUHP yakni : 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana mati; 
b. Pidana penjara; 
c. Pidana kurungan; 
d. Pidana denda. 
2. Pidana Tambahan 
a. Pencabutan hak-hak tertentu; 
b. Perampasan barang-barang tertentu; 
c. Pengumuman putusan hakim. 
 Dalam buku Amir Ilyas, perbedaan antara pidana pokok dan pidana 
tambahan adalah sebagai berikut :40 
a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, 
kecuali dalam perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-
anak yang diserahkan kepada pemerintah. (pidana tambahan ini 
ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan) 
b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya 
pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah 
fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (hal ini dikecualikan 
                                                          
40
 Ibid. Hal.107 
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terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 
bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau 
keharusan). 
c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu 
tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim 
dapat dijalankan. 
 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana mati 
Pelaksanaan pidana mati ini diatur dalam Pasal 11 KUHP yaitu : 
“Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade 
Mobil (Brimob) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah 
kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak 
tersebut terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah 
pimpinan seorang Perwira. Jika terpidana hamil, maka pelaksanaan 
pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.” 
Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan 
akan dilaksanakan setelah mendapatkan fiat eksekusi dari Presiden 
(Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana 
tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan 
pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa 
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ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 
3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan :41 
1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh pengadilan maka pelaksanaan dari 
pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung 
mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat 
diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam 
pemeriksaan ulang yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, 
tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari 
keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana. 
2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut diatas tidak 
mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 
ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan 
perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut 
kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala 
Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, 
Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan memutus pada 
tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada 
peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan 
dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini. 
3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu 
sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(3) atau pada pegawai yang diwajibkan Putusan Hakim. 
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Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan 
Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon 
pengampunan atau grasi dari presiden.42 
Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang 
sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati 
dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.43 
b. Pidana penjara 
Mengutip dari buku Asas-asas Hukum Pidana oleh Amir Ilyas, 
menurut Andi hamzah :44 
“Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan 
kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu 
bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa 
pengasingan. 
Masih mengutip dari buku yang sama, menurut P. A. F. Lamintang : 
“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan 
dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan 
dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib 
bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.” 
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Ketentuan pidana penjara ini dapat dilihat dalam Pasal 11 KUHP yang 
menyatakan : 
1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara; 
2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan 
selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut; 
3) Hukuman penjar sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua 
puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan 
hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara 
sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui sebab 
hukuman ditambah karena ada gabungan kejahatan atau karena 
berulang-ulang membuat kejahatan atau karena aturan Pasal 52; 
4) Lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih 
dari dua puluh tahun. 
 
c. Pidana kurungan 
Pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara 
hanya saja pidana kurungan ini lebih ringan dari pidana penjara. Hal ini 
dapat dilihat dari jangka waktu pidana kurungan ini yang dapat dilihat 
pada Pasal 11 KUHP : 
1) Lamanya pidana kurungan serendah-rendahnya satu hari dan selama-
lamnya satu tahun; 
2) Hukuman itu boleh dijatuhkan selama-lamnya satu  tahun empat bulan 
dalam hal dimana hukuman ditambah lantaran ada beberapa 
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kejahatan yang dilakukan berulang-ulang atau  karena hal yang 
ditentukan pada Pasal 52 tempo yang satu tahun itu dilampaui; 
3) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lama dari satu tahun empat bulan. 
 
d. Pidana denda 
Dalam bukunya, Amir Ilyas memberikan pengertian mengenai 
pidana denda yaitu : 
“kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut 
oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh 
karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.” 
Masih dalam buku yang sama, menurut P. A. F. Lamintang bahwa 
:45 
“Pidana denda dapat kita jumpai di dalam Buku I dan buku II KUHP 
yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi 
pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana 
pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau 
alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.” 
 
2. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal 
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tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini 
bersifat fakultatif artinya tidak dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.46 
Ketentuan Pidana Tambahan menurut Hermin hadiati dalam buku 
Asas-asas hukum pidana oleh Amir Ilyas adalah sebagai berikut : 
1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok. 
Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-
satunya. 
2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila didalam rumusan 
suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, 
ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan. 
3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan 
kepada beberapa perbuatan pidana tertentu. 
4) Walaupun diancamkan secara tegas didalam perumusan suatu 
perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah 
fakultatif. Artinya diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya 
atau tidak. 
 
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat 
dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah : 
1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; 
2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; 
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3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 
aturan-aturan umum; 
4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, 
hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu 
pengawas atas orang yang bukan anak sendiri; 
5) Hak menjalankan kekuasan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri; 
6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu; 
Lamanya pencabutan hak dalam hal dilakukannya pencabutan hak 
diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP, yakni sebagai berikut : 
1) Dalam hal pidan mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamnya 
pencabutan adalah seumur hidup. 
2) Dalam hal pidana penjara unutuk waktu tertentu atau pidana kurungan, 
lamnya pencabutan paling sedikti dua tahun dan paling banyak lima 
tahun lebih lama dari pidana pokok. 
3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun 
dan paling banyak lima tahun. 
Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan. 
Dalam hal ini hakim tidak berwenang memcat seorang pejabat dari 
jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain 
untuk pemecatan itu.47 
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b. Perampasan barang-barang tertentu 
Pidana perampasaan barang-barang tertentu pada dasarnya sama 
halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-
barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu : 
1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan 
atau dengan sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat 
dirampas; 
2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan 
sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan 
perampasan berdasarkan hal-hal yanng telah ditentukan dalam 
undang-undang. 
3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 
diserahkan kepada pemerintah atas barang-barang yang telah disita. 
Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya 
diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak 
diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak 
dibayar. Kurungan pengganti  ini paling sedikit satu hari dan paling lama 
enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang 
yang dirampas diserahkan. 
 
c. Pengumuman putusan hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang 
rumusannya: 
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“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atatu aturan umum yang lainnya, 
harus ditetapkan pula bagaimana cara melaaksanakan perintah atas biaya 
terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat 
dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.” 
Hanya beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana 
tambahan ini yang diatur dalam KUHP, diantaranya ialah terhadap 
kejahatan-kejahatan sebagai berikut :48 
1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang 
keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang. 
2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang 
membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena 
alpa. 
3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka 
atau mati. 
4) Penggelapan 
5) Penipuan. 
6) Tindakan merugikan pemiutang. 
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F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
1. Alasan Yang Meringankan Pidana 
Alasan peringanan pidana yang terdapat dalam KUHP adalah sebagai 
berikut : 
a. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy).  Berdasarkan 
Pasal 47 ayat (1) KUHP, yang rumusannya : 
“Jika hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka 
maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.” 
b. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan.  Berdasarkan Pasal 53 
ayat (2) KUHP, yang rumusannya : 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu 
dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.” 
c. Dalam hal membantu melakukan kejahatan.  Berdasarkan Pasal 57 
ayat (1), yang rumusannya : 
“maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, 
dikurangi sepertiga bagi pembantu.” 
Hal-hal yang memperingan pidana juga terdapat dalam rancangan 
KUHP Nasional yang rumusannya sebagai berikut : 
Pidana diperingan dalam hal : 
a. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan pada waktu itu berumur 
12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi masih dibawah 18 (delapan 
belas) tahun; 
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b. Seseorang mencoba melakukan atau membantu melakukan terjadinya 
tindak pidana; 
c. Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela 
menyerahkan diri kepada yang berwajib; 
d. Seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana; 
e. Seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan sukarela 
memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan 
akibat perbuatannya; 
f. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa 
yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan 
pribadi atau keluarganya. 
 
2. Alasan Yang Memberatkan Pidana 
Alasan pemberatan pidana berdasarkan KUHP adalah sebagai berikut : 
a. Dalam hal concursus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 66 
KUHP yang rumusannya : 
Pasal 65 
(1). Dalam hal gabunngan beebrapa perbuatan yang harus dipandang 
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan 
beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang 
sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, 
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(2). Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-
pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak 
boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah 
sepertiganya. 
 
Pasal 66 
(1). Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing 
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana 
pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap 
kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana 
yang terberat ditambah sepertiga. 
(2). Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum 
pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. 
 
a. Dalam hal recidive, berdasarkan Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 
KUHP. 
Hal-hal yang memberatkan pidana juga terdapat dalam 
rancangan KUHP nasional yang rumusannya sebagai berikut : 
Pidana diperberat dalam hal : 
b. Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan yang khusus 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pada waktu  
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melakukan tindak pidana mempergunakan kekuasaan, kesempatan 
atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya; 
c. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan 
bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang Negara 
Republik Indonesia; 
d. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan 
keahlian atau profesinya; 
e. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak 
dibawah umur 18 (delapan belas) tahun; 
f. Tindak pidana dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan 
kekerasan atau dengan cara yang kejam; 
g. Tindak pidana dilakukan pada waktu ada huru-hara atau bencana 
alam; 
h. Tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya; 
i. Terjadinya pengulangan tindak pidana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 52 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum kota Makassar. 
Lokasi penelitian yang dipilih Penulis adalah Pengadilan Negeri Makassar, 
di tempat ini Penulis mengambil data berupa salinan putusan No. 
1033/pid.B/2012/PN.Mks. Selain Pengadilan Negeri Makassar, Penulis 
juga mencari data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dibahas dalam kasus ini guna mempermudah 
pembahasan dan penyelesaian Penulisan di Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
2. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder: 
1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari 
sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, 
melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki 
keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada. 
2. Data Sekunder, adalah data-data yang siap pakai dan dapat 
membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder 
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dengan 
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berpedoman pada literatur sehingga dinamakan penelitian 
kepustakaan 
Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode sebagai berikut : 
1. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka (library research), 
yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan 
menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang 
kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian 
mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun 
saduran. Contohnya: buku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungannya 
dengan objek penelitian. 
2. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research), 
yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara langsung turun 
kelapangan penelitian yang telah ditentukan dalam judul skripsi. 
Biasanya untuk mendapatkan informasi Penulis langsung mendatangi 
pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi dengan 
permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh melalui proses 
wawancara.  
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis dalam penelitian 
ini adalah : 
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a. Wawancara 
Dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung di 
lapangan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan 
mengadakan interview yang bersifat terbuka dengan pihak yang terkait. 
b. Studi dokumentasi 
Dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah 
beberapa literatur, buku, koran, serta peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data 
sekunder. 
 
4. Analisis Data 
Data yang diperoleh Penulis, baik itu data primer maupun data 
sekunder, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan 
permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan 
masalah yang dibuat. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Putusan No. 
1033/Pid.B/2012/PN.Mks. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Hal-hal yang mejadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perkara tersebut adalah: 
1. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur 
dan diancam dalam Dakwaan Pertama Pasal 285 ayat (1) Ke-1 KUHP; 
2. Hakim mempertimbangkan  setelah surat dakwaan dibacakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum, atas pertanyaan Majelis terdakwa menyatakan 
mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut; 
3. Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya; 
4. Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dalam rumusan delik 
telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan terbukti menurut 
hukum; 
5. Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang telah 
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya 
menerangkan: 
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a. Saksi Nurlina (Korban) 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan 
keluarga. 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena di perkenalkan oleh 
teman saksi bernama Suharni yang mengatakan pada saksi ada orang 
pintar yang bisa mengobati kalau ada orang yang belum punya anak. 
- Bahwa kemudian Suharni menyampaikan pada terdakwa lalu terdakwa 
kerumah saksi dan mengatakan mau urut perut saksi dikamar. 
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2012 terdakwa datang menjemput saksi 
dirumah bersama Suharni dengan naik sepeda motor menuju rumah 
terdakwa. 
- Bahwa sesampai dirumah terdakwa, lalu pada saksi oleh terdakwa 
memberi kain sarung pada saksi untuk dipakai. 
- Bahwa kemudian saksi disuruh masuk dalam kamar dan disuruh ganti 
pakaian dengan kain sarung. 
- Bahwa setelah saksi memakai kain sarung selanjutnya saksi disuruh 
tidur lalu terdakwa mengurut perut saksi dan ada bau busuk. 
- Bahwa dalam kamar hanya saksi dan terdakwa berdua saja dan pintu 
kamar dikunci oleh terdakwa. 
- Bahwa dalam kamar tersebut terdakwa suruh buka celana dan suruh 
pakai kain sarung, kemudian terdakwa lalu memegang buah dada 
saksi dan vagina saksi sambil mengurut perut saksi. 
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- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan jangan coba-coba cerita 
sama orang-orang atau suami saksi kalau saksi ceritakan pada orang 
lain maka terdakwa akan diguna-gunai saksi sampai mati, dan kalau 
mau punya anak turuti saja apa kata terdakwa. 
- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut saksi menjadi takut dan 
pasarah. 
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi dengan memasukkan 
kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi dan oleh terdakwa 
digoyang-goyang dan saksi merasa air mani terdakwa keluar dan 
tertumpah dipaha saksi. 
- Bahwa saksi tidak berani menolak waktu terdakwa setbuhi saksi 
karena terdakwa mengatakan bila saksi ceritakan pada orang lain dan 
suami saksi, terdakwa akan mengguna-gunai saksi sampai mati. 
- Bahwa setelah selesai lalu saksi diantarpulang oleh Suharni dan 
Hasna. 
- Bahwa setelah tiba dirumah lalu saksi berikan pada istri terdakwa uang 
sebesar Rp. 100.000,- yang akan digunakan untuk membeli ayam 
untuk dibuat obat. 
- Bahwa setelah kemudian Suharni datang kerumah saksi, lalu saksi 
menceritakan pada Suharni bahwa saksi telah disetubuhi oleh 
terdakwa sambil saksi menangis. 
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- Bahwa oleh karena saksi menangis lalu suami saksi pulang tanyakan 
ada apa, lalu saksi menceritakan pada suami saksi, bahwa saksi 
disetubuhi oleh terdakwa. 
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi pergi melapor di Polisi. 
 
b. Saksi Jabaruddin 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan 
keluarga. 
- Bahwa korban Nurlina adalah istri saksi. 
- Bahwa saksi pernah suruh istri saksi (Nurlina) untuk berobat pada 
terdakwa karena ingin cepat punya anak. 
- Bahwa saksi tahu terdakwa pintar mengobati orang supaya cepat 
punya anak informasi saksi Suharni. 
- Bahwa mulanya istri saksi diobati dan diurut perutnya dirumah saksi 
dan pada saat itu saksi disuruh mencari daun untuk obat tapi saksi 
tidak dapat dan saksi langsung pulang dan saksi lihat istri saksi mau 
diurut oleh terdakwa. 
- Bahwa saksi tahu istri saksi disetubuhi oleh terdakwa berawal dari 
terungkapnya saksi Suharni bertanya pada istri saksi supaya ia 
berterus terang padanya karena menurut Suharni terdakwa telah 
menyampaikannya bahwa bagusnya itu, mulus barang Nurlina, sudah 
semuami kulihat, lalu saksi Suharni menyuruh istri saksi terus terang 
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dan akhirnya istri saksi berterus terang dan sambil menangis 
menceritakan bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa. 
- Bahwa mendengar cerita istri saksi tersebut lalu saksi menyuruh istri 
saksi melapor ke polisi. 
- Bahwa menurut istri saksi waktu ia disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa 
mengancam kalau tidak mau menuruti kemauan terdakwa, istri saksi 
akan diguna-gunai sampai mati. 
 
c. Saksi Suharni 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan 
keluarga. 
- Bahwa saksi pernah diobati terdakwa, karena tetangga saksi 
mengatakan terdakwa orang pintar mengobati alias dukun. 
- Bahwa waktu saksi diobati saksi waktu itu sakit kepala. 
- Bahwa pada waktu saksi diobati mau dipegang oleh terdakwa tetapi 
saksi tidak mau. 
- Bahwa saksi korban Nurlina datang kerumah saksi dan bertanya 
dimana ada orang pintar mengobati karena saya mau berobat karena 
ingin punya anak. 
- Bahwa kemudian saksi diberitahukan pada korban ada orang pintar 
yang bisa mengobati. 
- Bahwa kemudian juga saksi sampaikan pada terdakwa. 
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- Bahwa selanjutnya korban dijemput oleh saksi dan terdakwa dari 
rumah korban dan pergi kerumah terdakwa. 
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa korban disuruh masuk dalam 
kamar dan oleh istri terdakwa diberi kain sarung pada korban. 
- Bahwa saksi mau masuk kedalam kamar tapi dilarang oleh terdakwa 
dan istri terdakwa. 
- Bahwa setelah korban dan terdakwa berada dalam kamar lalu pintu 
kamar dikunci. 
- Bahwa setelah selesai diobati dan pintu kamar dibuka saksi lihat 
korban duduk dilantai sambil menangis. 
- Bahwa setelah itu saksi, istri terdakwa mengantar pulang korban 
dengan jalan kaki. 
- Bahwa setelah sampai dirumah korban, istri terdakwa minta uang Rp. 
100.000,- pada korban untuk beli ayam. 
- Bahwa sebulan kemudian korban pada saksi cerita bahwa korban 
sudah dipakai/disetubuhi oleh terdakwa. 
- Bahwa sementara korban bercerita dengan saksi, suaminya datang 
dan melihat istrinya menangis. 
- Bahwa pada waktu korban diobati oleh terdakwa dalam kamar, kamar 
dikunci. 
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan pada saksi bahwa bagus dan 
mulusnya barang Nurlina sudah kulihat. 
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- Bahwa atas pemebritahuan terdakwa pada saksi lalu saksi sampaikan 
pada korban dan stelah itu korban lalu menangis dan menceritakan 
pada saksi bahwa korban sudah disetubuhi oleh terdakwa. 
 
d. Saksi Suharni 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami 
saksi. 
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah security di rumah makan 
sederhana. 
- Bahwa suami saksi (terdakwa) bisa mengobati kalau orang datang 
minta tolong. 
- Bahwa saksi tahu terdakwa pernah mengobati (korban) saksi Nurlina 
dirumah saksi. 
- Bahwa setahu saksi mulanya terdakwa menjemput korban Nurlina 
dirumah dengan motor. 
- Bahwa sesampainya dirumah saksi, lalu korban disuruh masuk dalam 
kamar untuk diobati. 
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan pada korban kain sarung. 
- Bahwa yang masuk dalam kamar hanyalah terdakwa bersama korban 
dan pintu kamar ditutup/dikunci dari dalam dan saksi menunggu di 
depan kamar. 
- Bahwa sepengetahuan saksi korban hanya diurut perutnya oleh 
terdakwa. 
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1. Hakim mempertimbangkan karena terbukti bersalah maka terdakwa 
akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya 
dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
sebagai berikut : 
a. Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik korban di keluarga 
korban. 
b. Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa sudah lanjut usia; 
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa ada mempunyai tanggungan keluarga.  
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, 
keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang 
dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal 
yang meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan hakim 
menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa: 
1. Menyatakan terdakwa Hamzah Dg. Naba, tersebut telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Perkosaan”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana 
penjara selama 5 (Lima) Tahun. 
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3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijalani. 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan 
Negara. 
5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah). 
 
2. Analisis Penulis 
Putusan hakim sepatutnya memenuhi rasa keadilan bagi semua 
pihak termasuk bagi korban kejahatan, bagi pelaku kejahatan atau antara 
pelaku-pelaku kejahatan. Secara yuridis seberat atau seringan apapun 
pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak akan menjadi permasalahan 
selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pemidanaan yang 
diancamkan dalam pasal yang bersangkutan , melainkan yang menjadi 
persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pemidanaan 
sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan 
memenuhi rasa keadilan. 
Terhadap perkara No. 1033/Pid.B/2012/PN.Mks Majelis Hakim 
sebelum mejatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan 
baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan 
sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana 
yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan 
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hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan 
terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan 
yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar 
putusan Majelis Hakim. 
Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan 
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim 
akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan 
konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan 
barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya 
fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak 
pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa 
terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, kemudian 
bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan 
terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam 
melakukan delik tersebut. 
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah 
satu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu Iswahyu Widodo, S.H., 
dan dalam wawancara yang Penulis lakukan terhadap hakim yang pernah 
memututus perkara pemerkosaan termasuk kasus yang Penulis teliti. 
Selain memberikan gambaran tentang kasus pemerkosaan tersebut beliau 
juga mengemukakan kepada Penulis bahwa adapun pertimbangan-
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pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara 
pidana No. 1033/Pid.B/2012/PN.Mks, yaitu : 
- Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan yaitu adanya 
BAP dari pihak kepolisian yang diserahkan kepada Jaksa Penuntut 
Umum, kemudian BAP tersebut dibuat ke dalam surat dakwaan 
Penuntut Umum yang bacakan di persidangan. Hal ini menjadi dasar 
Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan di persidangan. 
- Karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal maka dakwaan 
tersebutlah yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk 
menjatuhkan putusan di persidangan. 
- Berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang ada kemudian 
dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim 
memeperoleh fakta-fakta, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai 
dasar Hukum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. 
- Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim didasarkan pada 
pertimbangan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan adanya hal-
hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut 
kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya di musyawarahkan oleh 
Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Selama pemeriksaan 
dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus 
pertanggungjawaban pidana dan alasan pembenar bagi terdakwa dalam 
melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian terdakwa adalah 
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subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan 
oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut. 
Pada perkara Nomor 1033/Pid.B/2012/PN.Mks ini Majelis Hakim 
memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah telah melakukan tindak pidana “Pemerkosaan”. 
 
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Pemerkosaan dalam putusan No. 1033/Pid.B/2012/PN.Mks 
Suatu tindak pidana dapat menimbulkan suatu kerugian bagi 
korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari atau yang menjadi 
sebab yang melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan 
menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat 
suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat 
hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk 
pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya. 
Bagi para pelaku tindak pidana pemerkosaan, penyebab 
dilakukannya suatu delik tersebut lebih mengarah kepada untuk 
memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain 
dengan jalan melakukan “kekerasan atau ancaman kekerasan”. Untuk 
lebih memudahkan Penulis dalam pembahasan ini, maka Penulis 
menguraikan dalam bentuk kasus sebagai berikut : 
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1. Posisi Kasus 
Putusan pidana No. 1033/Pid.B/2012/PN.Mks tentang sebuah 
kasus mengenai tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang 
laki-laki yang telah lanjut usia. Pada selasa tanggal 6 Maret 2012 sekitar 
pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi di Perum Bumi Tamalanrea 
Permai Blok AC. 2 Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Makassar, 
terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Pr. Nurlina dengan cara 
pada saat Pr. Nurlina datang ke rumah terdakwa untuk diobati, terdakwa 
menyuruh Pr. Nurlina untuk masuk ke kamar dan membuka celana yang 
dikenakan Pr. Nurlina saat itu dan mengenakan sarung kemudian 
terdakwa mengunci kamar berdua dengan Pr. Nurlina terdakwa lalu 
mengatakan “kalau mauko hamil, satu kali ji ko saya kasih begitu 
(setubuhi)” lalu terdakwa menyuruh Pr. Nurlina membuka celana 
dalamnya namun Pr. Nurlina menolak. Saat Pr.Nurlina menolak, terdakwa 
lalu mengancam Pr. Nurlina dengan mengatakan “kalau kau tidak mau, 
saya kasih kena ko guna-guna sampe mati!!!”. Terdakwa memaksa Pr. 
Nurlina untuk disetubuhi padahal Pr. Nurlina bukan istri dari terdakwa. 
Karena merasa takut dengan ancaman terdakwa tersebut, Pr. Nurlina lalu 
membuka celana dalamnya dan kemudian terdakwa mengangkat keatas 
baju dan BH Pr. Nurlina dan kemudian meremas-remas buah dada saksi, 
selanjutnya terdakwa meraba-raba kemaluan Pr.Nurlina dengan 
tangannya dan naik di atas Pr.Nurlina kemudian memasukan kemaluan 
terdakwa kedalam kemaluan Pr. Nurlina dan menggerakkannya naik turun 
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sambil berbisik lagi di telinga saksi dengan nada mengancam dan 
mengatakan “kalau kau kasih tau orang lain atau suami mu, saya kasih 
kena ko guna-guna sampai mati”. Setelah beberapa kali menaik turunkan 
kemaluannya kemudian air mani terdakwa keluar dan mengatakan kepada 
saksi “kamu bisa hamilmi setelah ini”.. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Kasus perkara tindak pidana pemerkosaan dengan Nomor Register 
Perkara PDM-465/Mks/Ep/06/2012 yang dilakukan oleh terdakwa Hamzah 
Dg.Naba oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan 
tunggal. Dakwaan Jaksa Penuntut umum yakni sebagai berikut : 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Register Perkara  
PDM-465/Mks/Ep/06/2012 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim 
negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa Hamzah Dg. Naba, terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia” sesaui pasal 
285 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamzah Dg. Naba, dengan 
pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa 
ditahan. 
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) 
 69 
 
Terdakwa Hamzah Dg.Naba pada hari Selasa 6 Maret 2012 sekitar 
pukul 10.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2012, yang 
bertempat di Perum Bumi Tamalanrea Permai Blok AC. 2 Kel. 
Paccerakang Kec. Biringkanaya Makassar, atau disuatu tempat lain yang 
masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
melakukan perbuatan yakni melakukan pemerkosaan terhadap Pr. Nurlina 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Pr.Nurlina yang 
bukan isterinya bersetubuh dengan dia. 
Menurut hasil wawancara Penulis dengan salah seorang Jaksa 
Penuntut Umum Ibu Nur Fitriaty, S.H., menerangkan bahwa pada perkara 
No.1033/Pid.B/2012/PN.Mks ini penuntut umum mendakwa terdakwa 
dengan dakwaan tunggal, dimana dakwaan itulah yang akan 
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di persidangan. 
Untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum di 
persidangan mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi dan alat bukti 
yang digunakan oleh terdakwa. Pada perkara ini Penuntut Umum 
mengajukan alat bukti berupa keterangan dari 4 (empat) orang saksi 
termasuk 1 saksi korban, keterangan dari terdakwa dan surat berupa 
Berkas Perkara No. Polisi: S.4/26/IV/2012/Reskrim tertanggal 19 April 
2012 atas nama Hamzah Dg.Naba. Selain itu penuntut umum juga 
mengajukan alat bukti surat berupa surat visum et refertum. Berdasarkan 
dakwaan Penuntut Umum tersebut disertai dengan alat bukti dan barang 
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bukti yang ada maka terdakwa dituntut dengan Pasal 285 ayat (1) KUHP 
tentang pemerkosaan. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan 
persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut 
Jaksa Penuntut Umum dakwaan tunggal yang didakwakan kepada 
terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yaitu melanggar Pasal 285 ayat (1) 
KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut: 
- Barangsiapa 
Yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek 
hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana, bahwa dalam perkara ini yang 
diajukan sebagai terdakwa adalah Hamzah Dg. Naba seorang laki-laki 
yang sehat jasmani dan rohani dalam hal mana terdakwa sadar akan 
akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya dan terdakwa 
membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat 
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan 
yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia. 
Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri, 
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maka diperoleh fakta bahwa benar Pada selasa tanggal 6 Maret 2012 
sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi di Perum Bumi 
Tamalanrea Permai Blok AC. 2 Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya 
Makassar, terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Pr. Nurlina 
dengan cara pada saat Pr. Nurlina datang ke rumah terdakwa untuk 
diobati, terdakwa menyuruh Pr. Nurlina untuk masuk ke kamar dan 
membuka celana yang dikenakan Pr. Nurlina saat itu dan mengenakan 
sarung kemudian terdakwa mengunci kamar berdua dengan Pr. Nurlina 
terdakwa lalu mengatakan “kalau mauko hamil, satu kali ji ko saya kasih 
begitu (setubuhi)” lalu terdakwa menyuruh Pr. Nurlina membuka celana 
dalamnya namun Pr. Nurlina menolak. Saat Pr.Nurlina menolak, terdakwa 
lalu mengancam Pr. Nurlina dengan mengatakan “kalau kau tidak mau, 
saya kasih kena ko guna-guna sampe mati!!!”. Terdakwa memaksa Pr. 
Nurlina untuk disetubuhi padahal Pr. Nurlina bukan istri dari terdakwa. 
Karena merasa takut dengan ancaman terdakwa tersebut, Pr. Nurlina lalu 
membuka celana dalamnya dan kemudian terdakwa mengangkat keatas 
baju dan BH Pr. Nurlina dan kemudian meremas-remas buah dada saksi, 
selanjutnya terdakwa meraba-raba kemaluan Pr.Nurlina dengan 
tangannya dan naik diatas Pr.Nurlina kemudian memasukan kemaluan 
terdakwa kedalam kemaluan Pr. Nurlina dan menggerakkannya naik turun 
sambil berbisik lagi di telinga saksi dengan nada mengancam dan 
mengatakan “kalau kau kasih tau orang lain atau suami mu, saya kasih 
kena ko guna-guna sampai mati”. Setelah beberapa kali menaik turunkan 
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kemaluannya kemudian air mani terdakwa keluar dan mengatakan kepada 
saksi “kamu bisa hamilmi setelah ini”. Sehingga dengan demikian unsur 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang 
bukan isterinya bersetubuh dengan dia telah terpenuhi secara sah 
menurut hukum. 
Bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam analisa 
hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa 
telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan 
tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 285 ayat (1) KUHP. 
 
4. Amar Putusan 
 Dalam perkara nomor 1033/Pid.B/2012/PN.Mks hakim 
memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa Hamzah Dg. Naba, tersebut telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Perkosaan”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana 
penjara selama 5 (Lima) Tahun. 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijalani. 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan 
Negara. 
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5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah). 
Putusan tersebut dibacakan dengan dihadiri oleh terdakwa dan 
penuntut umum. 
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah satu Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar Iswahyu Widodo, S.H., yang 
menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas 
tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 
kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim 
untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 285 
ayat (1) tentang Pemerkosaan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta 
yang terungkap di persidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan 
bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar 
ketentuan Pasal 285 ayat (1) tentang pemerkosaan. Setelah itu Majelis 
Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk 
menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun 
alasan pembenar. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis 
Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 
hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri 
terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan 
putusan. Lebih lanjut menurut Iswahyu Widodo,S.H., seperti apa yang 
disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. 
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Meskipun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah 
penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim, namun 
Penulis akan mengomentari putusan No. 1033/Pid.B/2012/Pn.Mks secara 
umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat 
pemidanaan atau belum. 
Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara 
teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP (Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana), yaitu telah diberi tanggal, ditandatangani, 
berisi identitas tersangka (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal 
lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan 
kepercayaan), selain itu surat dakwaan telah berisi uraian secara cermat, 
jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan 
tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan. 
Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan 
tunggal sebab berisikan satu jenis tindak pidana saja yang didakwakan 
kepada terdakwa, yakni melanggar Pasal 285 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu 
melakukan perbuatan yakni memaksa perempuan yang bukan isterinya 
bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis menyimpulkan: 
1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan berat ringannya 
pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana pemerkosaan dalam 
putusan nomor 1033/Pid.B/2012/PN.Mks telah sesuai karena 
berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, 
dan alat bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis 
menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta 
yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim. 
2. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan 
dalam perkara putusan nomor 1033/Pid.B/2012/PN.Mks didasarkan 
pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga 
didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan 
jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu 
penuntut  umum mendakwakan Pasal 285 ayat (1) (satu) ke-1 KUHP. 
Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 
selama 7 (Tujuh) tahun, namun menurut Penulis tuntutan yang 
diberikan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat karena sangat tidak 
sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari delik yang 
dilakukannya tersebut. 
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B. Saran 
Adapun saran yang dapat Penulis berikan sehubungan dengan 
Penulisan skripsi ini adalah : 
1. Setiap perkara sebaiknya terdakwa selalu didampingi oleh penasehat 
hukum. 
2. Kewaspadaan serta kecurigaan harus selalu dilakukan, terutama 
terhadap orang-orang yang baru dikenal atau tempat-tempat 
pengobatan yang belum jelas asal-usulnya. 
3. Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama 
bagi terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana. 
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